
BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka 

dapat menarik kesimpulan faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai berikut. 

1) 

2) 

3) 

Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak, hal ini disebabkan oleh wajib 

pajak yang acuh tak acuh dimana wajib pajak yang tidak peduli, 

banyak subjek pajak yang tidak berdomisili dengan objek pajak 

tersebut, dan sebagian warga yang belum balik nama atas tanah dan 

bangunan yang sudah mereka jual tanpa sepengetahuan pihak 

kelurahan. 

Rendahnya Tingkat Penghasilan, hal ini disebabkan oleh kondisi 

ekonomi di kelurahan Bitauni yang belum optimal yaitu mata 

pencaharian utama masyarakat kelurahan Bitauni yaitu menjual asam. 

Sementara itu asam hanya bisa di panen setahun sekali, sehingga 

mereka tidak mampu membayar pajak yang sudah jatuh tempo. 

Pengetahuan masyarakat tentang pajak, hal ini disebabkan oleh 

masyarakat yang kurang paham mengenai perpajakan, wajib pajak 

yang tidak peduli, kondisi ekonomi, dan tingkat pendidikan. 
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6.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan untuk penelitian tentang Analisis 

Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bitauni 

Kecamatan Insana adalah sebagai berikut. 

1) 

2) 

3) 

Pihak dari Badan Pendapatan Daerah harus lebih dalam lagi mendata 

ulang wajib pajak yang tinggal jauh dari lokasi yang kena pajak bumi 

dan bangunan. 

Pihak aparatur kelurahan Bitauni harus mendata masyarakat yang 

penghasilannya rendah untuk memberikan subsidi keluarga miskin 

melalui berbagai program. 

Pihak aparatur kelurahan harus memperhatikan masyarakat yang tidak 

paham dengan denda yang berlaku dengan cara mensosialisasikan 

tentang sanksi yang diatur oleh pemerintah atau dengan menempel 

informasi terkait pajak di kantor kelurahan. 
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Nomor 

Lampiran 

Perihal 

Kepada Yth 

CC: Arsip 

Inka TAK OAUG An FIT RAM ANT 

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS 
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA 

Jl. Jendral Achmad Yani 50-52 Telp (0380) 833395 Fax.831194 
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Kupang 85225 - Timor — NTT 

: 665/WM.H4,FEB/PERM/2022 Kupang, 07 Juni 2022 

11 (Satu) Proposal 

: Permohonan Izin Penelitian 

  

: Gubenur NTT 

Cg. Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT 

di- 

Tempat 

Dengan hormat, 

Disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa/i kami atas : 

Nama : Nirvani Novalin Kadja 

NIM 1331 18 051 

Fakultas : Ekonomika dan Bisnis 

Program Studi : Akuntansi 

Jenjang 1:81 

Akan mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul: “Analisis Kepatuhan 

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi Kasus Desa Bitauni 

Kabupaten TTU Tahun 2021”. Besar harapan kami agar Bapak/Ibu dapat 

memberikan Rekomendasi kepada Pimpinan Instansi, Unit, Pimpinan 

Perusahaan serta Pimpinan lainnya untuk dapat memberikan Data sesuai 

dengan kebutuhan / keperluan Mahasiswa. 

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama disampaikan limpah 

terima kasih. 
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Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 — Naikolan 
(Gedung B Lantai, IU Komplek Kantor Gubernur Lama ) 

Baku (0380) 821827, Fax. Na Se15a1 WA: TIANG 

amnpt sj Imail.cc    
KUPANG '25117 

SURAT IZIN PENELITIAN 

NOMOR : 070/2119/DPMPTSP.4.3/06/2022 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama :  Semuel Halundaka, S. IP., M.Si 
Jabatan Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada : 
Nama 1  Nirvani Novalin Kadja 

NIM 1 33118051 

Jurusan/Prodi 1 Akuntansi 

Instansi/Lembaga Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira 
Kupang 

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut : 

Judul Penelitian 1 ANALISIS KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN (PBB) STUDI KASUS DESA BITAUNI KABUPATEN 
TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2021 

Lokasi Penelitian -Desa Bitauni Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara 
-Badan Pendapaten Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 

Waktu Pelaksanaan 

a. Mulai 1 09 Juni 2022 

b. Berakhir 1 17 Juni 2022 

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut : 

Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan 

kepada Bupati/Walikota Cg. Kepala Kesbangpol/DPMPTSP setempat yang akan dijadikan 
obyek penelitian: 

2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian: 
Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul 
penelitian sebagaimana dimaksud diatas: 

. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cg. 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT: 

Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan 5. 

ketentuan yang berlaku. 

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Kupang, 07 Juni 2022 

  

Tembusan : 

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan): 
2. Wakil Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan): 

3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan): 
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang, 
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan 
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PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 

BADAN PENDAPATAN KAB. TTU 
Jalan Eltari, Km, 9 Kefamenanu 

JURUSAN KEFA KUPANG/ KEFA - YONIF.744 

Telepan (0388) 2433056 

  

T KETERANGAN SE! a 

NOMOR : 973/ 106 /Bapenda 
i 

Yang bertanda tangan di bawah ini :   
    

      

   
    

   

  

      

  

    

Nama Regina M. M. Bone, SE "e 

NIP :19651030 199803 2 002 " 

Pangkat/Gol. :Pembina Tk. I IV/b ' T 

Jabatan - Sekretaris Badan Pendapatan Kab. TTU i 
ii 

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 

Nama : Nirvani Novalin Kadja Ta 

No. Nim 1331 180S1 

Perguruan Tinggi —: Universitas Katolik Widya Mandira 

Fakultas : Ekonomika dan Bisnis #3 Kg 

Program Studi : Akuntansi : 1 

Jenjang :S1 
. 

Menerangkan bahwa Mahasiswi tersebut telah melaksanakan Penelitian 

"Analisis Kepatuhan Pembayaran Pujak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi Kasi 

Bitauni Kabupaten Timor Tengah Utara” pada Kantor Badan : 9 

Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan lokasi Kantor Badan Pendaj 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat 
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KECAMATAN INSANA 

KELURAHAN BITAUNI 

Jln.Timor-Raya Kode pos 85671 

SURAT KETERANGAN 
NOMOR.09,53/VI/131/BTN/2022 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama : Dominikus Sako 

Nip 119701130 199203 1 013 

Jabatan : Kepala Kelurahan Bitauni 

Alamat : Bitauni Te 

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : ON 

Nama : Nirvani Novalin Kadja S1 
Nim 1331 18051 

Perguruan Tinggi — : Universitas Katolik Widya Mandira 

Fakultas : Ekonomika dan Bisnis ' 

Jurusan : Akuntansi 

Jenjang :S1 

Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut telah melaksanakan 

Insana KAB.TTU Provinsi NTT.Mulai 08 s/d 15 Juni 2022: 
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Jln Basuki Rachmat 1 (0388) 31597 

KEFAMENANU -85613 

  

RAT KETE PENI 
NOMOR: 570/68/DPMPTSP 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama : Eusebius Sila Kefi, S.P 

NIP 119710115 1999031011 

Jabatan : Kepala Dinas 

Instansi : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Timor Tengah Utara 

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa 

Nama : Nirvani Novalin Kadja 
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Pekerjaan — : Mahasiswa Ai    Benar - benar telah melakukan penelitian terhitung tanggal 09 Juni s.d 1 Juni 
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Hasil Wawancara 
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Hasil Wawancara 

  

  

Narasumber : Trentius Anin 

Jabatan : Kabid Penagihan dan Pengendalian 

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juni 2022 

Waktu : Pukul 10:00 Wita 

No Pertanyaan Jawaban 

1. | Apakah petugas BAPENDA | Ya, setiap kami mencetak SPPT 

menyalurkan SPPT kepada kelurahan 
tepat waktu? 

selalu tepat waktu dan sudah ada 
jangka waktu yang telah ditetapkan.   

  

    

2. | Apakah BAPENDA memberikan | Ya, dari pihak kami sudah 

informasi kepada wajib pajak terkait | memberikan — informasi penting 

PBB? terkait PBB seperti kegunaan pajak 
bagi pembangunan daerah. 

3. | Apakah wajib pajak — masih | Karena kita sudah menyampaikan 

beranggapan bahwa pajak digunakan | informasi tentang pentingnya 

sebagai alat pemeras? membayar PBB dan banyak 

masyarakat sudah sadar dan tidak 

berpikiran bahwa pajak digunakan 

sebagai alat pemeras karena pajak 

merupakan sumber pendapatan bagi 
pembangunan daerah. Tetapi masih 

banyak masyarakat yang kurang 
sadar dengan kewajiban mereka. 

4. | Menurut bapak sanksi dalam bentuk | Sanksi yang ditatapkan berupa denda   apa yang dikenakan terhadap wajib 

pajak yang sering melanggar dan 

terlambat dalam membayar pajak 

PBB?   sebesar 24 dari pokok ketetapan, 

selain itu tidak ada. 
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Hasil Wawancara 

  

  

  

  

    

Narasumber : Dominikus Sako 

Jabatan : Ketua Lurah Bitauni 

Hari/Tanggal : Senin, 13 Juni 2022 

Waktu : Pukul 10:00 Wita 

No Pertanyaan Jawaban 

1. | Apakah petugas kelurahan | Ya, setiap kami menerima SPPT dari 

menyalurkan SPPT kepada warga | kecamatan, kami langsung 

tepat waktu? membagikan ke warga setempat. 

2. | Apakah ada pelayanan  dari| Ya, dari pihak kami selalu 

kelurahan untuk pembayaran PBB? memberikan pelayanan dengan baik 
seperti kami membantu warga yang 

masih bingung terkait cara 

membayarnya. 

3. | Apakah wajib pajak di kelurahan | Ya dan tidak, karena sebagian warga 
membayar tepat waktu ? patuh, ada yang memiliki beberapa 

kendala, dan susah di cari. Seperti 
warga yang sudah tunggak selama 1 

tahun ada juga yang lebih. 
Masyarakat disini sangat sadar tetapi 

mereka tidak peduli dan banyak 

yang objek pajaknya di sini, tetapi 

subjeknya berdomisili di desa 

tetangga bahkan ada yang diluar 

kota. Ada juga warga yang menjual 

tanahnya tanpa memberitau kami 

dan ada yang sudah meninggal tetapi 

namanya masih tercantum di PBB, 

sehingga belum balik nama atas 
tanah dan bangunan yang 

bersangkutan. 

4. | Apakah ada kendala dalam | Ya ada, dimana banyak yang objek   pemungutan pajak di Bitauni? pajaknya di sini, tetapi subjeknya 

berdomisili di desa tetangga bahkan 

ada yang diluar kota. Ada juga 

warga yang menjual tanahnya tanpa 

memberitau kami dan ada yang 

sudah meninggal tetapi namanya 
masih tercantum di PBB, sehingga     
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belum balik nama atas tanah dan 

bangunan yang bersangkutan. Ada 

juga kendala yang lain seperti 

kondisi ekonomi dimana warga 

setempat akan membayar kalau 
sudah ada hasil panen asam.   

    

Menurut bapak warga setempat 

sudah memahami terkait sanksi dari 

pelanggaran PBB. 

  

Banyak masyarakat yang paham dan 

tidak paham mengenai sanksi yang 

ada, setiap lembar SPPT sudah 

tertera berapa denda yang harus di 

bayarkan yaitu 24 dari pokok 

ketetapan. Tetapi banyak warga 

yang datang ke kantor untuk 

melunasi pajak, mereka hanya 

membawa uang sesuai pokok 
ketetapan yang ada dan untuk 

dendanya mereka tidak mau bayar. 
Dari aturan pemerintah yang 

melanggar pembayaran pajak hanya 
membayar denda sebesar 24 saja 

selain itu tidak ada. Maka dari itu 

kami di kantor kelurahan sepakat 

jika ada warga yang menunggak dan 

tidak bayar denda kami akan 

menanhan dan tidak mengurus 

berkas mereka di kantor. Nah ini 

juga ada sangkut pautnya dengan 
kondisi ekonomi warga, dimana 

warga hanya memiliki uang pas- 
pasan   

(Tem 
Ke OA NN Un St IN 
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Hasil Wawancara 

  

  

Narasumber : Silvester Kusi 

Jabatan : Ketua RT 

Hari/Tanggal : Senin, 14 Juni 2022 

Waktu : Pukul 12:00 Wita 

No Pertanyaan Jawaban 

1. | Apakah penyaluran SPPT kepada | Ya, setiap kami menerima SPPT, 

warga selalu tepat waktu? kami langsung membagikan ke 

warga-warga. 
  

    
Apakah wajib pajak di kelurahan 

membayar tepat waktu ? 

  
Ya dan tidak, seperti yang sudah 

dikatakan oleh bapak lurah dimana 
sebagian warga patuh, ada yang 

memiliki beberapa kendala, dan 

susah di cari. 
  

na 

82 

anna | 

  

II 

 



Hasil Wawancara 

  

  

Narasumber : Ibu Maria, Ibu Yulita, dan Ibu Veronika, selaku warga 

Yang menunggak 

Hari/Tanggal : Senin, 13 Juni 2022 

Waktu : Pukul 13:00 Wita 

No Pertanyaan Jawaban 

1. | Apakah alasan ibu membayar PBB? | Alasan kami membayar yaitu suatu 

kewajiban yang harus dilakukan   

Apakah Ibu mengetahui pentingnya 
membayar PBB? 

Ya, kami memahami pentingnya 
PBB karena berguna bagi 

pembangunan daerah.   

Mengapa Ibu melewati batas waktu 

dalam membayar PBB? 

Karena sangat kesulitan dengan 

kondisi kami ini, apalagi mata 

pencaharian di sini yaitu mencari 

asam. Kami kadang kesulitan 
membagi uang untuk kehidupan 

kami dan membayar pajak. Di 
Bitauni sini masih dengan sistem 

adat, jadi kalau adat tidak ada maka 
kami tidak panen. Biasanya kami 

panen di bulan Oktober-November, 

kalau sudah panen baru kami bayar. 

Selain memanen asam, pendapatan 

kami selama beberapa bulan yaitu 

berkebun diladang seperti tanam 

jagung, tanam ubi, sayur, dan lain- 

lain untuk kebutuhan sehari-hari.   

Apakah petugas selalu memberikan 

pelayanan? 

Ya ada, petugas selalu ada di kantor 

kelurahan dan selalu melayani tanpa 
batas waktu.   

    
Apakah Ibu memahami terkait sanksi 

yang ada?   
saya kurang paham dengan sanksi 

yang ada dan petugas cuma 

menyerahkan SPPT saja tanpa 

menjelaskannya kepada saya 

sehingga saya cuma menyetorkan 

pokoknya saja. Tetangga saya juga 

Cuma bayar pokoknya saja sebab 

mereka hanya menunggu hasil panen 

asam, dan ada banyak warga 

disekitar yang tidak peduli juga   
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Mengapa Ibu mau membayar pajak? 

  

Karena jika kami tidak melunasi 

pajak dan tunggakannya, kami mau 

mengurus surat-surat penting akan 

terhambat seperti kami mau 

mengurus surat keterangan tidak 
mampu, dari pihak kelurahan tidak 

mau melayani karena kami 
menunggak, jadi kami hanya bayar 

pokoknya saja”. 
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